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: a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun dan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 

2010-2015 sebagai pedoman masa transisi sebelum 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Klaten Tahun 2015-2020 tersusun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dan 

mendukung pelayanan publik di Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 agar lebih berdaya guna dan berhasil 

guna serta berkelanjutan, perlu Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 

TENT ANG 

PERATURAN BUPAT! KLATEN 
NOMOR Ho TAHUN 2015 

BUPATI KLATEN 
PROVINS! JAW A TENG AH 

Mengingat 

Menimbang 



Republik Penataan Ruang (Lembaran Negara 
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Nomor 26 Tahun 2007 tenlang 10. Undang-Undang 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Indonesia 

Republik Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang 8. Undang-Undang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang 7. Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

Nasional Pembangunan Perencanaan Si stem 

Nomor 25 Tahun 2004 tenlang 6. Undang-Undang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Tahun 2004 tentang Nomor 5. Undang-Undang 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Indonesia 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 4. Undang-Undang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

2. U ndang- U ndang Norn or 13 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
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Negara Rcpublik 

150, Tambahan 

Minimal (Lembaran 

Tahun 2005 Nomor 

Pelayanan 

Indonesia 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Nomor 58 Tahun 2005 Pemerintah 14. Peraturan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 13. Undang-Undang 

Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5049); 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4833); 

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 lentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 

Standar Pelayanan Mininal; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2014 Nomor 5); 

28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

11); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Ka bu paten Kia ten Tahun 2011 

Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 

2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 

Nomor 8); 
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Pasal 4 

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 

a. Narasi RKPD Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

Pasal 3 

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten 

Klaten menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi: 

a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016; 

b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016. 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016, 

selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 

yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 

Desember 2016. 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 

2016 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 {Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 Nomor 11); 

Klaten Nomor 11 32. Peraturan Daerah Kabupaten 



1·1ELAt10iTEL\Ti TGL PAHAF 
I OLEH 

SARTIYASTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR .. 1.~. 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Juni2015 pada tanggal 

Diundangkan di Klaten 

SUNARNA 

C------- 

Juni2015 pada tanggal 

BUPATI KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Klaten. 

b. Rencana Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 




